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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Reformasi pengelolaan keuangan negara yang terus diupayakan oleh 

pemerintah telah melahirkan paket perundang-undangan keuangan negara yang 

baru. Salah satu target reformasi keuangan negara adalah tercapainya tata kelola 

keuangan yang baik. Pada UU No 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat (1)  

mengharuskan penerapan basis akrual untuk pengakuan pendapatan dan belanja. 

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut,  Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan (KSAP) menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis 

akrual yang ditetapkan dengan PP No. 71 Tahun 2010. Penerbitan PP No. 71 

Tahun 2010 berbasis akrual yang menandakan berakhirnya masa PP No. 24 Tahun 

2005 berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) ini diyakini mampu 

memberikan landasan bagi implementasi akuntansi pemerintahan yang lebih baik.  

Pemerintah akan menerapkan SAP berbasis akrual yang  akan 

diberlakukan penuh bagi semua Kementrian / Lembaga dan Pemerintahan Daerah 

pada 2015 (Tempo, 2010) . Tetapi hal ini sulit diwujudkan melihat beberapa 

pemerintah daerah di Indonesia yang belum siap untuk mengimplementasikan 

SAP berbasis akrual secara penuh. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Hasil 

Pemeriksaan Sementara (IHSP) oleh BPK . Tiga tahun setelah PP No. 71 Tahun 

2010 disahkan masih banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

yang belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika banyak 

1.1 Latar Belakakang Masalah 

Refoormrmasi pengelolaann kekeuauangganan nneggara a yang teruss diupayakan oleh 

pemeriinntah telah melelahhiri kak n paket perundang-unundadangngaan keuangan nen gara yang

baarru. Salaah h sasatutu target rerefformasi keuangan negara adadalah tteercacapapainya tatta a kelola 

keuangnganan yang g baik. Pada UU No 17 Tahun 20033 pasal 3366 ayat (1) 

memengn hharuskkan penerapan basis akrual untuk pengakuan pendapata an ddanan belanjaja.

UnUntutuk melaksanakan ketentuan tersebut,  Komite Standaar AkAkununtat nsi i

Pemeriintahan (KSAP) menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAAP) beb rbassiss 

akruall yang ditetapkan dengan PP No. 71 Tahun 2010. Penerbitan PP NoNo. 711 

Tahuhunn 202 10 berbasis s akakrurualal yyanang g menandakanan bbererakakhihirnrnyay  masa PP NNoo. 24 Tahuhunn 

202 05 berbasis kas menuju akruall ((caashsh toward accrual) ini diyakini mmamampup  

memembmbere ikan landasan bagi implementasi akuntansi pemerintahan yang g lelebiih h babaiik.  

PeP me iri tnt hah aakakann meneerarapkpkanan SSAAP bberrbabasisiss kakru lal yang g  akan 

diberlrlakakukan ppenenuhuh bagi semua KKementrianan / Lembaga ddanan PPemerinntatahahan Daerah 

pada 2015 (Tempo, 2010) . Teetapi hal inni sulit diwujudkan melihat beberapa 

pemerintah daerah di Indonesia yang belulum siap untuk mengimplementasikan 

SAP berbasis akrual secara penuhuh. HHal ini dapat dilihat dari Indeks Hasil 

Pemeriksaan Sementara (IHSP) oleh BPB K Tiga tahun setelah PP No 71 Tahun
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pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia mampu mendapat opini WTP, maka 

dapat diasumsikan kewajiban untuk menerapkan basis akrual penuh pada tahun 

2015 tidak akan menghadapi kendala yang berarti.   

Data yang diakses dari www.bpk.go.id menunjukkan berdasarkan hasil 

pemeriksaan BPK RI, Provinsi Yogyakarta yang terdiri dari 1 kota dan 4 

kabupaten belum mampu menyajikan laporan keuangan dengan opini Wajar 

Tanpa Pengecualian sepenuhnya. Masih ada dua kabupaten yang masih 

mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian yaitu Kabupaten Kulon Progo 

dan Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan Pemerintah Provinsi DIY telah 

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk tahun anggaran 2012. 

Meskipun begitu , data yang diakses pada www.dppka.jogjaprov.go.id

menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2015 , sistem akuntansi yang 

diterapkan adalah akuntansi kas menuju akrual atau cash toward accrual dimana 

pendapatan dan belanja dicatat berdasarkan kas yang di terima atau kas yang 

dikeluarkan dari kas negera, sedangkan pencatatan aset, utang dan ekuitas 

menggunakan basis akrual atau berdasarkan hak kewajiban yang timbul. Laporan 

keuangan saat ini dalam sistem basis kas menuju akrual terdiri dari empat laporan 

yakni laporan realisasi anggaran, neraca , laporan arus kas dan catatan atas 

laporan keuangan. Setelah mengunakan basis akrual, laporan keuangan terdiri 7 

laporan yakni laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan 

operasional , laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas 

dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya 

pemerintah provinsi DIY mempersiapkan penerapan SAP berbasis akrual dengan 

2015 tidak akan menghadapi kkenenddala yang beberarartr i.   

Data yang didiakses dari www.bpk.go.id menunnjujukkan berdasarkan hasil 

pemeriksaan n BPK RI, Provinnssi YYogogyayakakartr a yang terdiri ddarari 1 kota dan 4 

kabupapateten belum mamampmpu u menyajikan laporann kkeueuanangan dengan oopini Wajar 

Taannpa Peengngececuaualian sseepenuhnya. Masih ada dduau  kabbupupatatenen yang g masih

menddapapatatkakan opopiini Wajar Dengan Pengecualian yaitu Kaabub patet n n KuKulolon PrProgo 

daan n KKabuppaten Gunung Kidul. Sedangkan Pemerintah Proviv nsi DIDIYY telaah h

memendndapaatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk tahun angnggararan n 202 12.

Meskippun begitu , data yang diakses pada www.dppka.jogjgjaprov.go i.idd

menunnjukkan bahwa sampai dengan tahun 2015 , sistem akunntansi yangg 

diteraapkpkan adalah akkununtatansnsii kakas s menuju akruauall atatauau cacashs  toward accrcruual d a dimananaa 

pppep ndapatan dan belanja dicatat bererdad sasarrkan kas yang di terima atau kas yyanang 

didikekeluluara kan dari kas negera, sedangkan pencatatan aset, utangg dadan ekekuiuittas

memengnggunakkan bba isis s akakrurualal atau beberdrdasasararkakann hhak kekewawajijibaban yang ttiimbul.l. LLapaporan 

keuangnganan saat ininii dadalam sistem bbaasis kas mmenuju akrual ttererdidirir dari ememppat laporan

yakni laporan realisasi anggaraan, neraca , laporan arus kas dan catatan atas 

laporan keuangan. Setelah menguunakan baasis akrual, laporan keuangan terdiri 7

laporan yakni laporan realisasi ananggararan, neraca, laporan arus kas, laporan 

operasional laporan perubahan saldoo anggaran lebih laporan perubahan ekuitas
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serius agar kualitas laporan keuangan dapat terjaga dan mampu menularkan pada 

pemerintah kabupaten dan kota lainnya yang ada di DIY.

Kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga 

pemerintah dapat memiliki tata kelola keuangan yang baik dan menghasilkan 

informasi yang berkualitas. Perubahan pengelolaan keuangan negara yang lebih 

jelas dan pertanggungjawaban yang lebih cepat serta lengkap sesuai SAP , 

menurut Nazier (2009) menimbulkan banyak permasalahan. Beberapa 

permasalahan yaitu penyiapan infrastruktur sistem administrasi (sistem akuntansi, 

sistem administrasi aset, dan sistem teknologi informasi ) dan penyiapan aparat 

yang berkualitas (qualified) untuk menjalankan regulasi baru tersebut. Untuk 

menunjukkan beratnya masalah ini dapat dilihat dari ketergantungan banyak 

daerah (kabupaten/kota) pada jasa konsultan untuk menyiapkan laporan 

keuangannya.  

Salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP 

berbasis akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang 

akuntansi (Simanjuntak dalam Ardiansyah , 2012). Faktor lain yang tidak kalah 

penting adalah komitmen dari organisasi/instansi dalam hal ini yang berwenang 

dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri yang  

merupakan penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Faktor selanjutnya 

adalah sarana pendukung berupa teknologi informasi (hardware dan software)

yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Aldiani (2010) juga 

berpendapat ketersediaan perangkat pendukung berupa tersedianya computer dan 

software akan membantu SKPD dalam melaksanakan tugas yang berkaitan 

Kesuksesan penerappanan SSAAP berbasisiss aka rual sangat diperlukan sehingga 

pemerintah dapat mmemiliki tata kelola keuangan yanngg baik dan menghasilkan

informasi yayanng berkualitas. Peerurubabahahan n pepengngellolo aan keuangan nnegara yang lebih 

jelas dadan pertanggunungjgjawawaban yang lebih ceepapat t sesertrta lengkap seesuai SAP , 

memenurut NaNazizierer (2000909)) menimbulkan banyakak permamasasalalahah n. BBebe erapa

permasasalalahahan yyaiaitu penyiapan infrastruktur sistem administtrarasi ((siststemem aakunttaansi, 

siststemem admmiinistrasi aset, dan sistem teknologi informasi ) dan ppenyiyiapapana  aparaat 

yayangng bererkualitas (qualified) untuk menjalankan regulasi baru tersr ebbutut. UnU tuk kdd

menunjnjukkan beratnya masalah ini dapat dilihat dari ketergantunngan bbanyayakk 

daerahh (kabupaten/kota) pada jasa konsultan untuk menyiapkaan lapaporann 

keuangngannya.  

Salah satu tantangan yang memempm engaruhi keberhasilan penerapan n SASAPP 

beberbbasasisis akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andalal ddi bbidadang 

akakununtansii (S(Siimanjujuntntakak ddalam AArdrdiaiansnsyayah h , 20122)). FFakaktotor llaiin yang tiidadak k kkalah

pentiningg adalah kkomomitmen dari orgrganisasi//ininstansi dalam hhalal ini yyanngg bberwenang

dalam pengambilan keputusan adalah piimpinan organisasi itu sendiri yang  

merupakan penerima dana Dekonnsentrasi/TTugas Pembantuan. Faktor selanjutnya 

adalah sarana pendukung berupa tteke noollogi informasi (hardware dan software)

yang memadai dalam pelaksanaan SSAP berbasis akrual Aldiani (2010) juga
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dengan kebutuhan dalam penerapan SAP. Selain ketiga faktor di atas juga 

diperlukan komunikasi yang berkesinambungan. Komunikasi harus dilakukan 

baik dengan pihak eksternal maupun dengan pihak internal, sehingga penerapan 

SAP berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.  

Keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga

pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. 

Untuk mencapainya diperlukan faktor –faktor pendukung yang dapat 

mempengaruhi kesuksesan penerapan. Maka, perlu dilakukan suatu penelitian 

yang menganalisis faktor tersebut untuk menentukan seberapa besar tingkat

pengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. 

Penelitian yang meneliti tentang faktor –faktor yang mempengaruhi 

implementasi SAP berbasis akrual telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya 

yaitu Indah (2008) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005 tentang SAP Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Aldiani (2009) meneliti tentang faktor-faktor 

pendukung keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005 pada Pemerintahan 

Kabupaten Labuhan Batu,  dan Ardiansyah (2012) meneliti tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan penerapan PP No.71 tahun 2010 pada KPPN 

Malang. Penelitian ini akan mengacu pada tiga penelitian terdahulu yaitu 

penelitian Indah (2008), Aldiani (2009), dan Ardiansyah (2012). 

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak seragam.

Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi objek penelitian yang berbeda. Hasil dari 

penelitian Aldiani (2009) dan Indah (2008) menunjukkan Sumber Daya Manusia 

baik dengan pihak eksternal mamaupun dengaann pipihak internal, sehingga penerapan 

SAP berbasis akruaall ddapat berjalan dengan baik. 

Kebeerhrhasilan penerapann SAPAP bbererbabasis s aka rual sangat didipep rlukan sehingga

pemeriinntah dapat menenghghasasilkan laporan keuanganan yyanangg transparan ddanan akuntabel.

UnUntuk memencncapapaia nya didiperlukan faktor –faktktoror pendudukukungng yang g dapat 

mempmpenengagarruhi kkesuksesan penerapan. Maka, perlu dilakkukukan suauatutu ppenellititian

yaangn mengganalisis faktor tersebut untuk menentukan seberapapa beesasar r tingkakat

pepengngaruhh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. 

Penelitian yang meneliti tentang faktor –faktor yang meempengaruuhih  

implemmentasi SAP berbasis akrual telah banyak dilakukan. Beberapa diantaarranyya 

yaitu u Indah (2008)8) mmelelakakuku an penelitiaiann memengngene ai faktor-fafaktktor yanangg 

mem mpengaruhi keberhasilan penerapapan PPPP No.24 Tahun 2005 tentang SAP SaSatutuaan 

KeKerjrja a PeP rangkat Daerah (SKPD), Aldiani (2009) meneliti tentangg ffakaktoor-r-fafaktktor 

pependndukung kkebbe hrhasasililanan penerappanan PPPP NoNo 2.24 TaT huhun n 20200505 p dada Pememeririntntahan 

Kabuupapatet n Labubuhahan Batu,  dan AArdiansyaahh (2012) menelelititii tet ntang g fafakktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilaan penerapaan PP No.71 tahun 2010 pada KPPN 

Malang. Penelitian ini akan mmengacu ppada tiga penelitian terdahulu yaitu 

penelitian Indah (2008), Aldiani (200009), ddan Ardiansyah (2012). 

Penelitian-penelitian terdahuluu menunjukkan hasil yang tidak seragam
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(SDM) dan teknologi informasi berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan 

SAP berbasis akrual . Komitmen Organisasi juga berpengaruh terhadap 

implementasi SAP basis akrual menurut penelitian Aldiani (2010). Sedangkan 

dalam penelitian  Ardiansyah (2012) SDM dan komunikasi berpengaruh, tetapi 

komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan SAP. 

Karena terdapat perbedaan hasil dalam penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya dan melihat pentingnya penerapan SAP berbasis akrual di Provinsi 

Yogyakarta yang masih menggunakan sistem akuntansi cash toward accrual,

maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi persiapan penerapan SAP berbasis akrual di Provinsi Yogyakarta.

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang harus lebih 

diperhatikan oleh pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam 

proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah provinsi DIY 

berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual menurut PP 

No.71 Tahun 2010?

2. Apakah komitmen organisasi yang ada di pemerintah provinsi DIY 

berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual menurut PP

No.71 Tahun 2010? 

implementasi SAP basis akrruauall menurut pepenenelitian Aldiani (2010). Sedangkan 

dalam penelitian  ArArddiansyah (2012) SDM dan komuuninikasi berpengaruh, tetapi 

komitmen orgrganisasi tidak berppeengag ruruh h teterhrhada apap keberhasilan pepenerapan SAP. 

KKarena terdaapapatt peperbedaan hasil dalam m pepenenelilittian yang telalah h dilakukan 

seebbelumnyaya ddanan melihhatat pentingnya penerapan SASAP P berbasasisis aakrk ual di PProvinsi

Yogyyakakarartata yanngg masih menggunakan sistem akuntansi cacash towowarard d accrrual,

mamakaka penneeliti ingin melakukan penelitian mengenai faktktor-ffakaktotor yangng 

memempm enngaruhi persiapan penerapan SAP berbasis akrual di Provinssi Yogogyayakak rta.

Penelititian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang harus lebibihh 

diperhhatikan oleh pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DDIY) ddalamm 

proseses ppenyusunan laapoporarann kekeuauangan berdasaarkrkanan SSAPAP bberbasis akrualal.

1.1.22 Perumusan Masalah

1.1. ApA kak hah summbeberr ddaya mmananususiaia yayanng dimililikikii pepeme iri tnt hah provivinnsi i DIY 

beb rppengagaruruhh terhadap kesiaiapap n penenerapan SAP berbrbasasisi  akruaall mmenurut PP 

No.71 Tahun 2010?

2. Apakah komitmen organnisasi yanng ada di pemerintah provinsi DIY 

berpengaruh terhadap kesiapapan peenerapan SAP berbasis akrual menurut PP

No 71 Tahun 2010?
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3. Apakah teknologi informasi yang diterapkan pemerintah provinsi DIY 

berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual menurut PP

No.71 Tahun 2010? 

4. Apakah tata cara komunikasi yang dilakukan pemerintah provinsi DIY 

berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual menurut PP

No.71 Tahun 2010? 

5. Apakah sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi,

dan komunikasi pemerintah provinsi DIY berpengaruh terhadap kesiapan 

penerapan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010?

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji kembali variabel penelitian terdahulu mengenai faktor 

yang berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual 

(terlebih faktor SDM, komitmen organisasi, teknologi informasi dan 

komunikasi) yang memiliki hasil berbeda satu dengan lainnya dengan 

penerapan di Pemerintah Provinsi DIY. 

2. Untuk memperdalam hasil penelitian sebelumnya dengan menambah 

deskriptif mengenai hasil penelitian , sehingga tidak hanya melihat dari 

hasil uji regresinya. 

No.71 Tahun 2010? 

4. Apakah tata a cara komunikasi yang dilakukan ppemerintah provinsi DIY 

berppenengaruh terhadap kesesiaapapan n pepenenerar papan SAP berbasiss aakrual menurut PP

NNo.71 Tahun 20201010?? 

5.5. Appakakahah ssuumber r dadaya manusia, komitmen oorgrganisasii, teteknknologi innfof rmasi,

dadan n komumunikasi pemerintah provinsi DIY berpengarruhu  terhahadadapp kesiiapapan 

peneerapan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 22010?0?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji kembali variabel penelitian terdahulu menggenai ffaaktoor

yang berpengngararuhuh ttererhah dap kesiappanan ppenenererapapan SAP berbabassis akrurualal 

(terlebih faktor SDM, komimitmmeen organisasi, teknologi informasii ddanan 

komunikasi) yang memiliki hasil berbeda satu dengan lainnnynya dedengngan

penerapan didi PPememerintah h PrProvovininsisi DDIYIY. 

2. UnU tuk mememmperdalam haasis l penelilitian sebelumnynyaa dengganan mmenambah

deskriptif mengenai hasill penelitiann , sehingga tidak hanya melihat dari 

hasil uji regresinya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Kontribusi Praktek 

 Hasil dari riset akan mempunyai kontribusi untuk memberikan bahan 

pertimbangan terhadap penerapan PP No.71 Tahun 2010 agar dapat 

menerapkan basis akrual secara maksimal. Penelitian ini diharapkan dapat 

meminimalkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah 

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis akrual dengan meninjau 

kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapannya. Perbaikan 

praktek diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Kontribusi Kebijakan 

 Hasil riset akan memiliki kontribusi kebijakan mendukung Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 71 Tahun 2010 dan kebijakan –

kebijakan lain di lingkungan pemerintah yang akan dipertimbangkan 

setelah melihat riset yang telah dilakukan.  

 

 Hasil dari riset akann mmempunyai kkonontribusi untuk memberikan bahan 

pertimbangganan terhadap penerapan PP No.71 TTahun 2010 agar dapat 

meneerrapkan basis akruaal l seecacarara mmakaksis mam l. Penelitian inni i diharapkan dapat 

mmeminimalkanan kkesesaalahan dalam penyusuunanann lalapoporan keuanganan pemerintah

provovininsisi DDaerah h IsIstimewa Yogyakarta berbrbasa is akrruaual l dedengan mmeninjau

kekendndala yyang dihadapi pemerintah daerah dalam penenerapannnnyaya.. PeP rbaiaikan

prakkttek diharapkan dapat meningkatkan kualitas lapaporann kkeuangaann

ppemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Kontribusi Kebijakan 

 Hasil riset akan memiliki kontribusi kebijakan mendukunng Sttaandaar 

Akuntansi PePememeririntntahah ((SAP) No. 7711 TaTahuhunn 2010 dan kkebebijakann  ––

kebijakan lain di lingkungganan ppemerintah yang akan dipertimbangngkakan 

setelah melihat riset yang telah dilakukan.  


